KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270
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Nomor : 160/E/AK/2013 - 1 Maret 2013
Perihal : ljin Penyelenggaraan dan Akreditasi

Program Studi

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah | — XI|

3.

Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal
10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

e

Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin
penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012
dinyatakan tetap berlaku;

. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah

dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun
2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperolgh izin penyelenggaraan
program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi € sampai dengan 6 (enam)
bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan:

.. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi

penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program
studi tersebut ke Badan Akreditasi.Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT);

. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan

tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi
dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah:

. Perguruan tinggi penyeienggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi

ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program
studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan: -

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator
Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporany ;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait:
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham:

9.
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m eral Pendidikan Tinggi

Para Pejabat Eselon | di lingkungan Kemdikbud:

. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;

Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.
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Nomor : 12025/D/T/K-VI11/2012
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Jenjang S-1 di Universitas PGRI Ronggolawe

Yang Terhormat Rektor
Universitas PGRI Ronggolawe
J1 Manunggal 61

di Tuban

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/0/2001, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan
tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan
Nomor 165 Tahun 2001,
c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
c. Nomor 176/0/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas PGRI Ronggolawe nomor 836/VII/081/PGRI/Q/2012 tanggal 11
Mei 2012; '

2. Surat jjin penyelenggaraan program studi Nomor 895/D/T/2009
Tanggal 11-06-2009;

3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi
Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
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Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Ronggolawe (071073)
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar (86206)
Jenjang Program : S5-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak
berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan
tanggal: 11 Juni 2015;

2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIK TI/Kep/2002;

4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai 6 (enam) bulan sebelum masa
berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;

5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat
menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;

6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Surabaya , 22 Mei 2012
_.{-—anDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi
# /7 Koordinator, s-s.

.-. :—’;
g 3 & m 7
Prof. Di. H
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_ ‘fSugijanto, MS.,Apt.
S NIP 19‘;466211980021001.’

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi _
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
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